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KAJIAN YURIDIS TERHADAP CONTEMPT OF COURT 
DI DEP AN PENGADILAN 

(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN) 

Syarifah Masthura• 
Imam Jauhan·· 

Mirza Nasution··· 

ABSTRAK 

Pengertian contempt of court adalah segala tindakan (berbuat aktit) atau 

tidak melakukan (pasit) dilakukan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain 

yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses 

penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan. 

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan (contempt of court) 

di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung dan juga terse bar dalam beberpa pasal dalam KUHP. 

Fenomena dalam peradilan kita menunjukan peristiwa contempt of court terjadi 

hampir di setiap lembaga pengadilan. Kewibawaan Peradilan mengalami 

penurunan akibat perilaku bai yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara 

maupun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini akan 

mengkaji pengaturan bentuk bentuk Contempt Of Court di Indonesia, selanjutnya 

akan di teliti sebab-sebab terjadi Contempt Of Court di depan pengadilan dan 

bagaimana seharusnya penanggulangan tindak pidana Contempt Of Court . 

Dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa Bentuk bentuk Contempt Of 

Court antara lain perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang 

dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (sub judice rule), tidak 

mematuhi perintah pengadilan (disobeying a court order), mengacaukan peradilan 

(obstructing justice), menyerang integritas dan impartialitas pengadilan 

• Mahasiswa PPs Hukum UMA 
•• Pembimbing Pertama, Dosen PPs Hukum UMA 
••• Pembimbing Kedua, Dosen PPs Hukum UMA 

ABSTRAK 

Pengertian contempt of court adalah segala tindakan (berbuat aktit) 

melakukan (pasit) dilakukan oleh mereka yang berperkara atau 

terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri 

penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan. 

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan (contempt 

dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 

Agung dan juga terse bar terse bar terse dalam beberpa pasal dalam 

dalam peradilan kita menunjukan peristiwa contempt of court 

setiap lembaga pengadilan. Kewibawaan Peradilan mengalami 

penurunan akibat perilaku bai yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara 

dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian 

pengaturan bentuk bentuk Contempt Of Court di Indonesia, selanjutnya 

sebab-sebab terjadi Contempt Of Court di depan pengadilan 
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(scandalizing the court), tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (misbehaving 

in court). 

Contempt Of Court terjadi di depan pengadilan disebabkan belum 

bekerjanya sistem hukum dengan baik. Perilaku hukum dan budaya hukum yang 

dipengaruhi oleh sistem hukum yang di terapkan di Indonesia . Hukum modem 

dilndonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi barn yang didatangkan 

atau dipaksakan (imposed) dari luar, yakni melalui kebijakan kolonial di Hindia

Belanda. Aparat Penegak hukum belum bekerja dengan baik untuk dapat 

menegakan hukum, terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan peran 

jaksa, advokat dan hakim belum mencerminkan upaya hukum yang maksimal. 

Budaya Hukum masyarakat dalam euforia reformasi menunjukkan kurangnya 

penghargaan terhadap kewibawaan hukum. Hal ini diperparah dengan 

kekecewaan praktek peradilan dan mafia peradilan. 

Sistem peradilan di Indonesia adalah mengikuti Non Adversary Model dan 

substansi CoC sudah menyatu dalam sistem itu sendiri. Pasal-pasal dalam KUHP 

dan KUHAP sudah mencukupi (memadai) sebagai sarana pencegahan dan untuk 

menangani tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dan banyak 

terjadi saat ini, baik untuk Contempt Of Court yang dilakukan secara pidana 

maupun perdata, langsung maupun tidak langsung. 

Kata Kunci : - Contempt Of Court 

-Pengadilan 

- Yuridis 

ii 

Aparat Penegak hukum belum bekerja dengan baik untuk 

hukum, terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan 

advokat dan hakim belum mencerminkan upaya hukum yang maksimal. 

Hukum masyarakat dalam euforia reformasi menunjukkan kurangnya 

terhadap kewibawaan hukum. Hal ini diperparah 

praktek peradilan dan mafia peradilan. 

peradilan di Indonesia adalah mengikuti Non Adversary Model 

CoC sudah menyatu dalam sistem itu sendiri. Pasal-pasal dalam KUHP 

sudah mencukupi (memadai) sebagai sarana pencegahan dan 

tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dan 

ini, baik untuk Contempt Of Court yang dilakukan secara 

perdata, langsung maupun tidak langsung. 

Contempt Of Court 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan (contempt of court) 

di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung yang telah diperbaharui dan disempurnakan dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2b09 terutama Penjelasan Umum 

butir 4 yang menyatakan bahwa : 

"untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya 
bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur 
penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat 
merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan 
peradilan yang dikenal sebagai contempt of court". 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada saat diundangkannya UU 

No. 14 tahun 1985 terdapat situasi yang kurang kondusif dalam praktek peradilan 

i Indonesia yang menuntut perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana 

terhadap proses peradilan. Situasi ini ditanggapi oleh para hakim, dengan 

mengajukan ide ataupun usulan mengenai perlunya dibentuk suatu Undang-

Undang atau aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap para 

hakim dalam menjalankan tugasnya.1 

1 Hal ini dapat diketahui dari misalnya, dari Seminar tentang Contempt of Court yang 
cliselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Maret 1987, Hukum online, 19 Maret 

005, "Diusulkan UU Contempt of Court untuk Lindungi Hakim". 
1 

dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Agung yang telah diperbaharui dan disempurnakan dengan 

Republik Republik Indonesia Nomor 3 3 Tahun Tahun 2b09 2b09 terutama Penjelasan 

menyatakan bahwa : 

"untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya 
penyelenggaraan peradilan guna menegakkan menegakkan menegakk hukum dan 

Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang 
terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang 

dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan 
yang dikenal sebagai contempt of court". 

uraian di atas dapat diketahui bahwa pada saat diundangkannya 

1985 terdapat situasi yang kurang kondusif dalam praktek 

yang menuntut perlunya ketentuan khusus mengenai tindak 
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2 

Sebagian kalangan mendukung usulan para hakim ini dengan alasan 

bahwa dalam menjalankan tugasnya para hakim ini perlu mendapat perlindungan 

yang layak sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik. Kalangan ini 

menyatakan bahwa profesi hakim memerlukan ketentuan khusus yang dapat 

menjamin kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya. 

Para hakim ini berpendapat bahwa selama ini profesi hakim banyak terganggu 

akibat adanya gangguan maupun ancaman terhadap hakim dalam menjalankan 

tugasnya Akibatnya, hakim seringkali mengalami kegamangan dalam 

menjalankan tugasnya ataupun dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus. 

Sedangkan yang lain menyatakan bahwa ketentuan mengenai contempt of 

court ini sudah ada dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia, walaupun 

tidak disebut sebagai contempt of court. 2 

Pendapat lain lagi menyatakan bahwa keinginan mengenai perlunya 

ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (contempt of court) 

ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata 

sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan. Kalangan 

ini berpendapat bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai 

tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi atas kritik yang 

mengemuka terhadap peradilan dan pejabat peradilan, dimana kritikan ini 

ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan "kemarahan". Padahal, kritikan dari 

20emar Senoadjie yang menyatakan bahwa delik-delik contempt of court yang 
berhubungan dengan "rechtspleging' Galannya peradilan) meliputi beberapa ketentuan pidana 
dalam KUHP, yang terpencar dalam beberapa bab. H. Harris pemah mengumpulkan pasal-pasal 
yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana contempt of court, seperti Pasal 207, Pasal 208, 
Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 222, Pasal 224, Pasal 227 
clan Pasal 231 KUHP. 

adanya gangguan maupun ancaman terhadap hakim dalam menjalankan 

Akibatnya, hakim seringkali mengalami kegamangan 

tugasnya ataupun dalam memberikan putusan terhadap suatu 

Sedangkan yang lain menyatakan bahwa ketentuan mengenai contempt 

sudah ada dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia, 

sebagai contempt of court. of court. of 2 

Pendapat lain lagi menyatakan bahwa keinginan mengenai 

khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (contempt 

dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim 

satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan. 
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